MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: https://badilum.mahkamahagung. go.id/

Jakarta, 14 Pebruari 2022.

Nomor . 103/DJU.2/PP.00.4/2/2022.
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan

Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2022

Yth. : Hakim, Panitera, Panitera Muda Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
& Banten, Jaksa Wilayah Tangerang, Polres Tangerang Kota yang namanya
tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara
Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2022, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mohon Peserta Kegiatan untuk melakukan registrasi melalui : https://bit.ly/bimtekRJ1 paling lambat
tanggal 3 Maret 2022

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan
pada tanggal 8 Maret s.d 10 Maret 2022.

a. Tempat :  Hotel Novotel Tangcity Superblock, J1. Jenderal Sudirman No.1,
RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15117
b. Waktu
e Check in . Selasa, Pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB
e Pembukaan : oSclasa, Pukul 19.30 WIB s.d Selesai

s Penutupan Kamis, Pukul 10.30 WIB s.d Selesai

Pakaian:

a. Pakaian Batik Lengan Panjang (untuk acara malam hari); dan
b. Pakaian Dinas Harian (PDH).
3. Wajib Menyerahkan:

- Tiket Kereta Api/Bus bagi peserta yang menggunakan transportasi darat disertai Nomimal Harga
Tiket.

- DBagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi diharap melampirkan Bon Pengisian BBM.

- Surat Keterangan yang menyatakan telah melakukan Swab Test (antigen);

- Peserta dimohon untuk melampirkan bukti pembayaran/kwitansi Swab Test (antigen), untuk biaya
swab test yang akan digantikan sesuai dengan Pagu Anggaran Ditjen Badilum dengan nominal
maksimal sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Surat Keterangan yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti
kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan
Umum;

4. Konfirmasi kehadiran Peserta harap segera diinformasikan paling lambat tanggal 3 Maret 2022 dan hal
lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 - Bypass Cempaka Putih Timur — Jakarta Pusat Telp (021) 29079176
pswt 1511,

Contact Person HP. 085782479899 (Tietie), 08161427335 (M.Rifa’);
Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.




DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR

TANGGAL : 09 Februari

2022

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

14/DJU.2/SK/PP.00.4/2/2022
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR: 14/DJU.2/SK/PP.00.4/2/2022
TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan
kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis
Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan
Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis
Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya
tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis
dimaksud;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI;

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political
Rights (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan
Politik);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksunaan Diversi dan Penanganan Anak
yang Belum Berumurl?2 (dua belas) Tahun;

13. Peraturan Pemecrintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokruasi Tahun 2010-2025;

16. Peraturan Mahxamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Talun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalain Sistem
Peradilan Pidana Anak;

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Taliun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum;

18. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri Sosial Republik Indoneisa, dan menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor
166A/KMA/SKB/XI11/2009,  148A/A/JA/12/2009, 13/45/X11/2009,
M.HH-08HM.03.02tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men. PP dan
PA/X11/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan
Hukum;

19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indouesia
tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agunyg
Nomor 170/SEK/SK/I/2018;

20 Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan
Peradilan  Umum  Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP  DIPA.
005.03.1.097450/2022 tanggal 17 Nopember 2021;

21 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Urnum Nomor : 63/PA/SK/XI/2021 tanggal
2 Desember 2021 tentang  Penunjukan  Pejabut Pejabal  Pembuea
Komutmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Pcrintah Mcmbiuy
(PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Unrum Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG
PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PEKRKARA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

Menunjuk mercka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keidilan
Restoratilt (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umwin Tahun
Anggaran 2021.

Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan Llersebut,
mulai tanggal 08 Maret s.d 10 Maret 2022.

Segala biaya yang timbul scbagai akibat pelaksanaan tugus tersebut
dibebankan sepcnuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilion
Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/ 2022
tanggal 17 November 2021;



KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

NOGs N

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Plt Direktur Jenderal Peradilan Umum
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
Pengadilan Tinggl yang bersangkutan;

Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



